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ABSTRAK 

Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara sebagai dasar pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara menjadi badan 

peradilan yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa diantara orang atau badan 

hukum perdata melawan badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Salah satu 

kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengenai sengketa 

kepegawaian. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai penyelesaian sengketa 

kepegawaian melalui Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat 

pertama. Metode pada penelitian ini merupakan penelitian non-doktrinal yang 

penyusunannya menggunakan pendekatan empiris melalui wawancara yang 

didukung dengan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa pengaturan dan pelaksanaan kewenangan Pengadilan Tata 

Usaha Negara diatur di dalam kewenangan absolut, yaitu bertugas dan berwenang 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara salah 

satunya kepegawaian, sebagaimana hal ini diatur di dalam Pasal 47 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hambatan 

pada pelaksanaan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani 

sengketa kepegawaian ditemukan pada pelaksanaan putusan dan ketidakpahaman 

pihak yang bersengketa terhadap prosedur upaya administratif dan upaya hukum ke 

Pengadilan Tata Usaha Negara.  

Kata Kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara, Kewenangan, Sengketa 

Kepegawaian.  

 

 

 

 

 

 

 

 


